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Abstrak
Kewenangan adalah hak yang diberikan organ pemerintah untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah terpenuhi. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perpu, dikarenakan perpu seharusnya diterima atau ditolak oleh pihak DPR sebagai pihak legislatif review setelah dikeluarkannya oleh Presiden dalam “Hal ikhwal kegentingan yang memaksa” dan telah diatur dalam Undang-Uundang Dasar.

 Penelitian ini difokuskan kepada kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji Perpu. Permasalahan yang dikaji adalah Mahkamah Konstitusi menguji Perpu. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan konstitusionalitas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan menjelaskan Prosedur Pengajuan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan kasus.

Hasil penelitian ini adalah mengikuti perkembangan ketatanegaraan dewasa ini, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan melakukan Pengujian terhadap Perpu meskipun secara yuridis UUD 1945 tidak memberikan kewenangan secara tegas untuk mengujinya. Pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menguji perpu adalah faktor undang-undang dan Perpu yang setara kedudukannya dan faktor teleologis/sosiologis kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Kata Kunci: Kewenangan, menguji, kekosongan hukum


Abstract

Authority is a right granted by goverment organ, in order to asses independently and exclusively about terms and conditions for implementation officially fulfilled. One of the cases occured is Constitutional Court authority in verifying “Perpu”. Caused by either the acceptance or refusal of DPR as Legislative review after President issuance related with “essential matter of forcing emergancy”

This research is focused on the authority of Constitutional Court to review Perpu. The analyzed. problem is judicial review by Constitutional Court over Perpu, The research purposes are to explain court authority based on the contitution in verifying “Perpu” and explain the procedure of submitting the Perpu judicial review. This research is a normative research. The characteristic of this research is prescriptive research, which is a research purposed to obtain suggestions on how to solve the problem. The research approach applied in this research includes statute approach and case approach. The data used in the research is secondary data. 

The result of this research is that Constitutional Court has competency to perform judicial review over Perpu, although Constitution does not clearly grant authority to Constitutional Court. Consideration used by Constitutional Court judges to review Perpu is teleological and sociological factor due to developing society needs.
Keywords : Competency, examination, vacuum of law
PENDAHULUAN
Pasal 4 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 menentukan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal tersebut menandakan bahwa sistem yang dianut adalah sistem pemerintahan presidensiil. Sistem pemerintahan presidensiil hanya mengenal satu macam eksekutif (single eksekutif) yang memiliki fungsi sebagai kepala negara (head of state) dan kepala pemerintahan (head of executive). 

Sebagai single eksekutif, maka Presiden merupakan penanggung jawab tertinggi terhadap keamanan dan keselamatan, serta kesejahteraan rakyat (Concentration of power and responbility upon the president).  Tanggung jawab tersebut berlaku dalam keadaan normal dan abnormal. untuk menjalankan tanggung jawab tersebut dalam keadaan darurat, UUD NRI tahun 1945 memberikan kewenangan eksklusif dalam bidang legislasi kepada Presiden untuk menetapkan perpu yang tata cara dan prosedurnya berbeda dengan pembentukan produk hukum pada waktu normal. 

Perpu Pada dasarnya merupakan  peraturan yang ditetapkan Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa (keadaan abnormal), sehingga hukumnya juga bersifat abnormal (abnormal recht voor abnormal tjid).  Artinya bahwa hukum yang berlaku dalam keadaan darurat adalah berbeda dengan hukum yang berlaku dalam keadaan normal. karena hukum tersebut dalam suatu keadaan atau kondisi dimana suatu produk hukum tidak dapat dibuat secara normal. Ketentuan mengenai hal tersebut, diatur dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945:

1)
Dalam Hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang;

2)
Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut;

3)
Jika tidak mendapat  persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
Berdasar ketentuan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 di atas, menurut Jimly Asshidiqie Perpu merupakan “innere notstana” dimana perpu dibentuk dalam keadaan tidak normal.  Akibat dari keadaan memaksa, maka tidak memungkinkan untuk membuat undang-undang yang prosesnya lama sedangkan keadaan atau kebutuhan akan undang-undang tersebut sangat mendesak. Penetapan perpu merupakan hak subyektif Presiden untuk menentukan apakah akan dikeluarkan perpu atau tidak.  Dengan konsep tersebut, perpu merupakan kewenangan hukum spesial yang dimiliki oleh Presiden yang memang perlu diadakan agar keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah. 

Permasalahan yang sering timbul dalam pembuatan perpu ini adalah  tidak jelasnya kriteria “kegentingan yang memaksa”. UUD NRI tahun 1945 tidak menentukan secara jelas apa itu “kegentingan yang memaksa”. Sehingga sering terlihat Presiden mengeluarkan Perpu bukan dalam “kegentingan memaksa” tapi lebih pada adanya “kepentingan yang memaksa”.  

Disisi lain, permasalahan selanjutnya adalah adanya klausul “persidangan yang berikutnya”. Klausul pada pasal tersebut juga tidak memiliki arti yang jelas. Beberapa maksud yang tidak jelas tersebut diantaranya adalah mengenai waktu sidang yang harus dilakukan berdekatan dengan pengeluaran Perpu, atau sebaliknya . Di samping itu juga tidak dijelaskan mengenai apakah DPR wajib menolak atau menerima pada persidangan tersebut. Hal-hal tersebut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar untuk dicari jawabannya mengingat UUD NRI tahun 1945 tidak menentukan secara jelas.

Adanya Hak konstitusional (constitutional right) menurut Prof. JImly Asshiddiqie adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD NRI 1945. Setelah amandemen UUD NRI 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia, maka prinsip-pinsip HAM telah tercantum dalam konsitusi Indonesia sebagai ciri khas prinsip konstitusi modern. Oleh karena itu prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam UUD NRI 1945 adalah merupakan Hak konstitusional Warga Negara Indonesia. 

Suatu negara hukum yang lahir dari konstitusionalisme harus memiliki ciri sebagai berikut :

 (1) adanya perlindungan HAM, 

(2) adanya peradilan yang bebas dan 

(3) adanya asas legalitas. 

Oleh karena itu, hak konstitusional warga negara harus dijamin dalam konstitusi sebagai bentuk pengakuan HAM serta adanya peradilan yang independen tidak terpengaruh oleh penguasa dan segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas hukum.

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan seperti yang terjadi pada masa sebelum Reformasi. Pada masa tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dengan jelas telah melanggar HAM, salah satunya adalah adanya diskriminasi terhadap keturunan PKI. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan sebuah lembaga yang menjamin bahwa peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan HAM, yang dapat dilakukan dengan menguji peraturan perundang-undangan terhadap hak konstitusional yang telah tertera pada UUD NRI 1945. Oleh karena itu pada amandemen ketiga UUD NRI 1945 negara membentuk lembaga yudisial baru untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM oleh negara, yaitu Mahkamah Konstitusi.

Sistem ketatanegaraan Indonesia yang berubah dan mencerminkan prinsip sebagai pengawas dan penyeimbang antar lembaga negara, maka Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang-wewenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Wewenang tersebut adalah

a) menguji undang-undang terhadap UUD, 

b)memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 

c) memutus pembubaran partai politik, dan 

d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian konstitusional undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian tersebut baik bersifat formal maupun materiil. Pengujian formal merupakan pengujian untuk menguji keabsahan kelembagaan, bentuk dan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang. Sedangkan pengujian materiil merupakan pengujian konsistensi dan kesesuaian substansi materi undang-undang baik pasal, ayat atau bagian undang-undang dengan prinsip dan jiwa UUD NRI tahun 1945. 

Pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar pada hakikatnya adalah dalam rangka pengawasan. Pengawasan ini berkaitan dengan eksistensi norma hukum yang mengikat secara umum kepada masyarakat. Norma hukum tersebut dapat dilakukan dengan mekanisme kontrol atau pengawasan untuk menjamin bahwa pemberlakuan norma hukum tersebut tidak merugikan kepentingan masyarakat. 

Judicial review sebenarnya merupakan kewenangan yang diberikan kepada badan peradilan untuk mengkaji apakah suatu peraturan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kewenangan ini diberikan agar peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan yang sederajat tidak saling bertentangan. Sehingga terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial berfungsi untuk menguji produk-produk legislasi yang berupa undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Wewenang pengujian yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 hanya sebatas pada undang-undang. Namun perkembangan ketatanegaraan dewasa ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar tetapi juga menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). 

Hal tersebut ditunjukkan melalui putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 perkara  Permohonan  Pengujian Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lalu putusan MK nomor 145/PUU-VII/2009 perkara  permohonan Pengujian  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2009  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Perubahan Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia menjadi  Undang-Undang  juncto  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2004  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perpu)  Nomor  4  Tahun 2008  tentang  Jaring  Pengaman  Sistem  Keuangan  (JPSK)  terhadap  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang intinya semua perkara tersebut memutuskan bahwa MK berwenang untuk menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Perkembangan ini sangat menarik untuk diteliti karena Mahkamah Konstitusi menurut pasal 24C UUD NRI tahun 1945 jo pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan UU No. 24 Tahun 2003) hanya berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD. Lalu apa dasar hukum wewenang Mahkamah Konstitusi sehingga pada putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 dan No.145/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji konstitusionalitas Perpu terhadap UUD.

Pertanyaan selanjutnya adalah, dapat atau tidaknya Perpu disamakan atau disejajarkan dengan Undang-Undang. Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu untuk dijelaskan secara yuridis dan teoritis agar dapat diketahui apakah seharusnya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji konstitusionalitas Perpu terhadap UUD.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Perpu Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga Perpu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) mempunyai akibat hukum terhadap kewenangan DPR dalam melakukan political review terhadap Perpu. Hal ini mengingat bahwa putusan MK bersifat final dan binding termasuk terhadap DPR. 

Mantan Hakim konstitusi Akil Mochtar mengatakan, MK mempunyai peluang yang cukup terbuka untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang. MK tidak boleh terpaku dengan ketentuan, perpu hanya bisa diuji melalui political review oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena MK harus mampu mengikuti perkembangan hukum ketatanegaraan. MK sebagai pengawal konstitusi sekaligus pelindung hak konstitusional warga negara seharusnya dapat menguji Perpu. Apalagi, saat ini tidak ada lembaga negara yang dapat mengontrol penerbitan Perpu
METODE

Jenis penulisan dalam penyusunan skripsi ini yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. (Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan). Penelitian normatif memfokuskan obyek kajiannya pada ketentuan-ketentuan hukum positif lalu mengarah kepada makna dari asas hukum. Dalam penelitian normatif, tahapan pengkajian (analisis) dimulai dari paragraf-paragraf pasal-pasal hukum positif terkandung konsep-konsep eksplanasi dan sifat dari persoalan penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Perpu merupakan kewenangan hukum spesial yang dimiliki oleh presiden yang memang perlu diadakan agar keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 Penetapan perpu tersebut merupakan hak subyektif Presiden untuk menentukan apakah akan dikeluarkan perpu atau tidak.


Artinya bahwa pembuatan perpu harus dikarenakan adanya “Kegentingan yang memaksa” atau bisa juga dikatakan dalam hal keadaan darurat. Hukum yang berlaku dalam keadan darurat itu berbeda dengan hukum yang berlaku dalam keadaan normal. Hal ini disebabkan oleh suatu keadaan atau kondisi dimana suatu produk hukum tersebut dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum karena belum adanya aturan yang mengatur “Kegentingan yang memaksa” agar tetap memberikan perlindungan hukum kepada rakyat.


Berdasar penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan pembentukan Perpu adalah dalam keadaan tidak normal. Hal ini disebabkan karena pembentukan Perpu tidak melalui prosedur seperti halnya undang-undang, yaitu tidak melalui lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil dari suara rakyat. Dengan demikian, dikarenakan Perpu adalah hak subyektif Presiden sebagai pemegang lembaga Eksekutif, maka muncul kemungkinan adanya pelanggaran HAM maupun hak politik dalam Perpu tersebut.

Pembentukan Perpu dapat dikatakan keadaan tidak normal (abnormal) karena tanpa melalui prosedur legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal persetujuan presiden membuat Perpu tersebut. Merupakan Hak Subyektif presiden dalam penetapan Perpu tersebut maka kebenaran dalam aturan tersebut dapat saja tidak sesuai dengan UUD 1945 sebagai acuan dasar dalam membuat Peraturan Pemerintah.

Kedudukan Perpu disini secara materiil kekuatan hukumnya sama dengan Undang-Undang dan bersifat mengikat secara keseluruhan karena adanya suatu sebab akibat dalam Hal Ikhwal kegentingan yang memaksa. Perpu disini merupakan Peraturan Perundang-undangan yang menggantikan kedudukan undang-undang, jadi materi-muatannya adalah sama dengan materi-muatan dari undang-undang. 

Hal yang sama dikemukakan oleh Bagir Manan, yang dimaksud dengan pengganti undang-undang adalah bahwa materi muatan Perpu merupakan materi muatan undang-undang. Dalam keadaan biasa (normal) materi muatan tersebut harus diatur dengan undang-undang. 

Pasal 7 huruf  (b) telah menjelaskan bahwa materi muatan Perpu seara dengan materi muatan Undang-Undang, Oleh karena itu apabila adanya warga yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar dengan alasan pelanggaran HAM ataupun adanya hak politik dalam penerapan Perpu tersebut yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar sebagai acuannya, maka seseorang ataupun sekelompok orang tersebut dapat memohonkan perkaranya dengan mengajukan gugatan terhadap Mahkamah Konstitusi dengan syarat dan ketentuan berlaku.
3.2.1
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

1. Materi Muatan dan Fungsi Perpu

Sesuai dengan namanya, Perpu merupakan peraturan pemerintah yang berfungsi sebagai pengganti undang-undang. Dalam perkembangannya, Perpu tidak hanya digunakan sebagai pengganti sesuai dengan namanya, namun tidak jarang digunakan sebagai perubahan atas undang-undang sebelumnya. 

Sebagai pengganti undang-undang, Perpu memiliki kedudukan yang sederajat dengan undang-undang. Akibat dari hal tersebut, Perpu juga memiliki kekuatan berlaku dan kekuatan mengikatnya sama seperti undang-undang. Materi muatan yang diatur dalam undang-undang juga dapat diatur dalam perpu.

Materi muatan suatu peraturan perundang-undangan memiliki arti yang sangat penting, karena setiap jenis peraturan perundang-undangan memuat materi muatan yang tertentu, yang satu berbeda dengan yang lainnya. Hal ini mengandung arti bahwa secara substansial pembedaan jenis suatu perundang-undangan  tidak  semata-mata didasarkan kepada bentuk, syarat, dan tata cara pembentukan, serta badan pembentuknya tetapi juga didasarkan pada isi yang terkandung di dalamnya. 

Kedudukan yang sederajat antara Undang-Undang dan Perpu sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka akan berpengaruh kepada materi muatan Undang-Undang, juga dapat menjadi materi muatan perpu. Maria Farida Indrati S, menyatakan bahwa karena perpu merupakan peraturan yang setingkat dengan Undang-Undang, jadi dibuat dalam kegentingan yang memaksa, dibentuk oleh presiden, dan mempunyai fungsi yang sama dengan UU. Oleh karena itu, Perpu adalah peraturan pemerintah yang menggantikan kedudukan UU, maka materi muatannya adalah sama dengan materi muatan UU.  

Bagir Manan, juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengganti undang-undang adalah bahwa materi muatan Perpu merupakan materi muatan UU. Dalam keadaan biasa (normal) materi muatan tersebut harus diatur dengan undang-undang. Perpu mempunyai kesederajatan dengan undang-undang. Alasan kesederajatan ini karena materi muatannya semestinya diatur dengan undang-undang. Tapi karena suatu kegentingan yang memaksa terpaksa diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan menetukan bahwa “Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi Undang-Undang”. Ketentuan serupa juga ditentukan dalam Pasal 9 UU No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Menurut ketentuan Pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan Perundang-Undangan, materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang dan menjadi materi muatan Perpu berisi hal-hal tentang; Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang, Pengesahan Perjanjian internasional tertentu, Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan Pemenuhan kebutuhan hukum yang sedang dibutuhkan dalam masyarakat.

Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden. Dengan ketentuan yang hampir sama, dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan ditentukan bahwa materi muatan yang harus diatur dalam Undang-Undang adalah sebagai berikut:

1.Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi :

a. Hak Asasi manusia

b. Hak dan kewajiban warga negara

c. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara 

d. Wilayah negara dan pembagian daerah 

e. Kewarganegaraan dan kependudukan

f .Keuangan negara
Dalam Pasal tesebut juga dipertegas mengenai Hak Asasi Manusia yang dimana Hak Asasi Manusia disini termasuk melindungi Hak Konstitusional Warga negara apabila ada warga negara yang merasa Hak nya dirugikan oleh kebijakan negara. 

Undang-Undang merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang paling luas jangkauan materi muatannya. Hampir tidak ada lapangan kehidupan dan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, masyarakat, dan individu yang tidak dapat menjadi jangkauannya. Lebih lanjut Maria Farida Indrati S, menyatakan terdapat 9 (sembilan) butir materi muatan UU, yakni sebagai berikut: 

1.yang tegas-tegas diperintahkan oleh UUD dan Ketetapan MPR;

2.mengatur lebih lanjut ketentuan UUD;

3.mengatur hak-hak (asasi) manusia;

4.mengatur hak-hak dan kewajiban warga negara;

5.mengatur pembagian kekuasaan negara;

6.mengatur organisasi pokok lembaga-lembaga tertinggi/tinggi negara;

7.mengatur wilayah/daerah negara;

8.mengatur siapa warga negara dan cara memperoleh

/kehilangan kewarganegaraan;dan

9.dinyatakan oleh suatu UU untuk diatur dengan UU.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa antara UU dan Perpu memiliki kedudukan yang sederajat tersebut, di samping memiliki akibat terhadap materi muatan yang sama, maka Perpu juga memiliki fungsi yang sama dengan undang-undang. 

Dengan dasar bahwa kedudukan antara Undang-Undang dan Perpu adalah sederajat dan mempunyai daya ikat dan daya paksa yang sama, maka apa yang menjadi materi dan fungsi Undang-Undang dapat menjadi materi muatan dan fungsi Perpu, sehingga apabila ada pemohon yang merasa Hak Konstitusionalnya dengan keberadaan Perpu tersebut dilanggar, maka dapat diajukan permohonan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi.

2.Kewenangan Mahkamah Konstitusi 

Dalam hal kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri telah diatur dalam perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 24C ayat (1) yang dimana dibentuklah lembaga baru yang dinamakan Mahkamah Konstitusi dengan memiliki 4 kewenangan konstitusional, dan satu kewajiban konsitusional. Keempat kewenangan tersebut yakni 1) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, 2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 3) memutus pembubaran partai politik, 4) memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/Wakil Presiden telah bersalah telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. 

Pasca perubahan UUD NRI 1945 tesebut juga berakibat adanya dua lembaga pelaksana kekuasaan tertinggi dalam kekuasaan kehakiman yaitu selain Mahkamah Agung sebagai peradilan biasa juga terdapat Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan tatanegara. Ini artinya bahwa kedua lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang setara dan sederajat sebagai lembaga negara. Akan tetapi kedua lembaga tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Mahkamah Agung lebih kepada pengadilan keadilan (court of justice), sedangkan Mahkamah Konstitusi lebih berkenaan dengan lembaga pengadilan hukum (court of law). Yang dimana dalam pengujiannya Mahkamah agung berhak menguji Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang untuk dibandingkan dengan Undang-Undang sebagai acuannya, sedangkan Mahkamah Konstitusi berhak menguji Undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. 

Di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga sangat berperan dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi warga yang berpotensi untuk dilanggar oleh negara melalui kebijakan yang dikeluarkan. Ini berarti bahwa, pembentukkan Mahkamah Konstitusi sangat berkaitan erat dengan upaya untuk menegakkan kedaulatan rakyat yang telah dijamin oleh konstitusi. Karena pada hakikatnya pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat adalah pengingkaran terhadap konstitusi.

Dalam Mahkamah konstitusi juga dikenal istilah Judicial Review, yaitu merupakan upaya pengujian yang dilakukan oleh lembaga peradilan terhadap produk hukum baik eksekutif maupun legislatif guna menjamin bahwa peraturan-peraturan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi rakyat.  Judicial review merupakan salah satu bentuk pengawasan lembaga peradilan terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh badan administrasi atau pejabat publik. Oleh karena itu, judicial review sangat erat kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Prinsip legalitas dalam sistem negara hukum bertujuan untuk mencegah tindakan pemerintah yang sewenang-wenang atau prerogatif. Oleh karena itu, melalui judicial review prinsip legalitas tersebut akan diuji apakah sudah diterapkan atau tidak. Artinya bahwa judicial review disini merupakan bahwa tindakan pemerintah tersebut telah sesuai dengan hukum (legal).

Menurut Philipus M. Hadjon dalam Hukum Administrasi konsep Judicial Review merupakan  “hukum oleh pemerintah” yang berkaitan dengan keputusan pemerintah yang menjadi acuan utama. Hukum oleh pemerintah juga berkaitan dengan pengujian keabsahan tindakan pemerintah. Artinya bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan dapat dimintakan pengujian pada  lembaga peradilan apabila tindakan tersebut merugikan kepentingan rakyat. 

Lembaga Peradilan diberikan wewenang dalam hak menguji/judicial review tersebut dalam hal untuk saling mengawasi dan mengimbangi (cheks and balances) kekuasaan lembaga eksekutif dan legislatif dalam pembuatan undang-undang. Oleh karena itu pengawasan kekuasan kehakiman merupakan tugas yang melekat dari pengadilan untuk menjamin tindakan hukum legislatif dan eksekutif sesuai dengan hukum tertinggi. Untuk menjaga kesatuan sistem tata hukum dalam negara, maka perlu dilakukan pengujian apakah suatu kaidah hukum tidak berlawanan dengan kaidah hukum lainnya.

Apabila ditinjau dari segi historisnya, judicial review dimulai ketika terjadi kasus Madison versus Marbury pada tahun 1803. Hakim Agung Jhon Marshal untuk pertama kalinya memperkenalkan konsep judicial review dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat. Perkembangan tersebut kemudian berlanjut ketika pada tahun 1920 di Austria dibentuk peradilan khusus konstitusional yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Hans Kelsen. Dalam perkara Marbury and Madison tersebut, hakim agung Jhon Marshal menyatakan bahwa:   

“The constitution is ehither a superior, paramount law unchangeable by ordinary means, or it is on level with ordinary legislative act, and like other act, is alterable when the legislature shall please to alter it. If the former part of the alternative be true, then a legislative act to the constitution is not law. If the letter part be true, when written constitution are absurd attempts, on the part of the people, to limit a power in its own nature ilimitable”

(Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang tidak dapat diubah oleh badan legislatif dengan cara mengubah undang-undang biasa. Jika alternatif pertama yang diterima maka harus disimpulkan bahwa setiap produk legislatif yang bertentangan dengan konstitusi adalah batal. Jika yang kedua dipilih maka konstitusi tertulis yang dibuat untuk membatasi kekuasaan secara ilmiah tidak terbatas adalah sia-sia)

Jadi pada hakikatnya, judicial review terhadap produk perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif atau eksekutif merupakan salah satu bentuk jaminan terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi. Jaminan tersebut berupa perlindungan terhadap konstitusi dari pelanggaran atau 

Penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh badan legislatif maupun eksekutif. Melalui Judicial Review setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai konstitusi  atau UUD. Nilai konstitusi berfungsi sebagai pedoman dan pengaruh dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dilihat dari lembaga pengadilan yang melakukan pengujian maka terdapat dua sistem judicial review. Kedua sistem tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara yang mengenal sistem judicial review. Di dalam negara-negara yang menganut sistem civil law, kewenangan judicial review hanya diserahkan kepada satu lembaga tertinggi saja yang dikenal dengan constitutional court atau Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, sistem ini disebut sebagai sistem “sentralisasi” sedangkan metode pengujian yang digunakan adalah “principaliter” Sedangkan di beberapa negara yang menganut sistem common law, judicial review diberikan kepada para hakim yang bertugas untuk menguji apakah peraturan yang dipermasalahkan dalam kasus yang sedang diperiksa bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, sistem seperti hal itu disebut sebagai sistem pengujian “desentralisasi” dan metode pengujiannya disebut “incidenter”.  

Indonesia termasuk negara yang menganut sistem sentralisasi, yaitu undang-undang atau yang setara dengan undang-undang terpusat di Mahkamah Konstitusi, sedangkan pengujian atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dipusatkan di bawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu Hak menguji Mahkamah Konstitusi memang seharusnya berhak dalam pengujian Perpu tersebut, walaupun dalam aturan yang telah ditetapkan dalam Mahkamah Konstitusi itu sendiri, tidak diperjelas Dalam Pasal 24 C UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi boleh menguji Perpu atau tidak, karena secara materiil memang Perpu sama dengan Undang-Undang.

Menurut Maruar Siahaan Istilah undang-undang di dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi ditulis dengan huruf kecil. Penulisan dengan huruf kecil tersebut menyebabkan makna undang-undang tersebut menjadi sangat umum, dan belum merupakan nama diri atau kata yang bersifat khusus, sehingga dalam konteks ini harus dimaknai sebagai “undang-undang dalam arti formil” dan undang-undang dalam arti materiil”. 

Dalam perkembangan praktek ketatanegaraan saat ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menguji konstitusionalitas UU terhadap UUD NRI Tahun 1945, namun juga berwenang untuk menguji konstitusionalitas Perpu terhadap UUD NRI Tahun 1945. Akibat perkembangan tersebut, memang telah menimbulkan pro kontra di kalangan ahli hukum. Pro kontra tersebut  terjadi karena ketidakadaan pengaturan baik dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena belum ada satu pasal pun yang menentukan secara tegas kewenangan tersebut baik dalam UUD NRI Tahun 1945, UU No.24 Tahun 2003 jo UU No.8 Tahun 2011, maupun dalam UU No.48 Tahun 2009. Dalam ketentuan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24  Tahun 2003 jo UU No.8 Tahun 2011, dan ketentuan Pasal 29 UU No.48 Tahun 2009 hanya menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945. 

Dalam praktek ketatanegaraan, setidak-tidaknya Mahkamah Konstitusi telah melakukan 2 (dua) kali pengujian Perpu terhadap UUD NRI Tahun 1945. Perpu yang pernah diuji adalah Perpu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan putusan MK. No. 138/PUU/-VII/2009 dan Perpu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 dan Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dengan putusan MK No. 145/PUU-VII/2009. 

Khususnya Perpu JPSK (Perpu Nomor 4 Tahun 2008). Dalam putusan tersebut sangat jelas dikatakan “bahwa peraturan pemerintah yang dimaksud pada pasal ini adalah sebagai pengganti Undang-Undang, yang artinya seharusnya materi tersebut diatur dalam wadah Undang-Undang tetapi karena kegentingan yang memaksa, UUD NRI 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perpu dan tidak memberikan hak kepada DPR untuk membuat peraturan sebagai pengganti Undang-Undang”. Kutipan alasan di atas adalah esensi mengapa Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian terhadap Perpu.

Alasan mengapa MK berwenang menguji Perpu sebagaimana yang tertera di dalam landasan putusan pengujian Perpu KPK dan JPSK (bahwa peraturan pemerintah yang dimaksud pada pasal ini adalah sebagai pengganti Undang-Undang, yang artinya seharusnya materi tersebut diatur dalam wadah Undang-Undang tetapi karena kegentingan yang memaksa, UUD NRI 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perpu dan tidak memberikan hak kepada DPR untuk membuat peraturan sebagai pengganti Undang-Undang) adalah berdasar pada UU No.10 Tahun 2004, karena di dalam UU tersebut dikatakan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perpu ialah sejajar dengan Undang-undang”. 

Artinya jika Mahkamah Konstitusi menguji Perpu berarti kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji ialah berdasar pada UU No. 10 Tahun 2004, karena kedudukan Perpu yang sejajar dengan Undang-undang tertulis dalam UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji UU terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana tertulis secara sangat jelas di dalam UUD Pasal 24 C dan bukan menguji UU terhadap UU lainnya.

Perkembangan penting dalam ketatanegaraan kita sehingga Perpu dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi terutama melalui titik tekan dalam penafsiran konstitusi. Dalam kaitan antara perkembangan ketatanegaraan dan pengujian Perpu ini maka perlunya penafsiran atas isi UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya bertumpu pada original intent, tafsir, historik (aturan UUD/UU) melainkan harus menekankan pada penafsiran sosiologis, dan teleologis. Sesuai Perkembangan ketatanegaraan di lapangan menurut wawancara Republika News pada Selasa, 09 Februari 2010, pukul 19:47 WIB
 terhadap mahfud MD mengenai dilakukannya judicial review terhadap Perpu oleh Mahkamah Konstitusi adalah hal-hal sebagai berikut :

1.Akhir-akhir ini timbul perdebatan, apakah penilaian untuk memberi persetujuan atau tidak atas Perpu oleh DPR dilakukan pada masa sidang berikutnya persis pada masa sidang setelah Perpu itu dikeluarkan ataukah pada masa sidang berikutnya dalam arti kapan saja DPR sempat sehingga pembahasannya dapat diulur-ulur. Dalam kenyataanya Perpu yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo baru dibahas oleh DPR setelah melampaui masa sidang pertama sejak Perpu ini dikeluarkan. Seperti diketahui Perpu a quo diundangkan pada tanggal 22 September 2009, sedangkan masa sidang DPR berikutnya (DPR baru, hasil Pemilu 2009) adalah tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 4 Desember 2009, tetapi Perpu a quo tidak dibahas pada masa sidang pertama tersebut. Kalau Perpu tidak dapat diuji oleh Mahkamah maka sangat mungkin suatu saat ada Perpu yang dikeluarkan tetapi DPR tidak membahasnya dengan cepat dan mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan, padahal Perpu tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi. Oleh sebab itu menjadi beralasan demi konstitusi, Perpu harus dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi agar segera ada kepastian dapat atau tidak dapat terus berlakunya sebuah Perpu.

2.Timbul juga polemik tentang adanya Perpu yang dipersoalkan keabsahan karena tidak nyata-nyata disetujui dan tidak nyata-nyata ditolak oleh DPR. Dalam kasus ini DPR hanya meminta agar Pemerintah segera mengajukan RUU baru sebagai pengganti Perpu. Masalah mendasar dalam kasus ini adalah bagaimana kedudukan hukum sebuah Perpu yang tidak disetujui tetapi tidak ditolak secara nyata tersebut. Jika memperhatikan bunyi pasal 22 UUD 1945, sebuah Perpu yang tidak secara tegas mendapat persetujuan dari DPR “mestinya” tidak dapat dijadikan Undang-Undang atau tidak dapat diteruskan pemberlakuannya sebagai Perpu, tetapi secara filosofis ada fakta dipersoalkan, sehingga sebuah Perpu yang tidak disetujui oleh DPR (meski ditolak secara nyata) masih terus diberlakukan sampai dipersoalkan keabsahan hukumnya karena dikaitkan dengan satu kasus. Dalam keadaan ini menjadi wajar jika Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu.

3.Terkait dengan tidak disetujuinya sebuah Perpu oleh DPR ada juga pertanyaan, sampai berapa lama atau kapan sebuah Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR harus diganti dengan Undang-Undang Pencabutan atau Undang-Undang Pengganti. Karena tidak ada kejelasan batas atau titik waktu maka dalam pengalaman sekarang ini ada Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR tetapi RUU penggantinya atau pencabutannya baru diajukan setelah timbul kasus yang berkaitan dengannya. Oleh sebab itu menjadi wajar pula, demi tegaknya konstitusi, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu.

4.Dapat terjadi suatu Perpu dibuat secara sepihak oleh Presiden tetapi secara politik DPR tidak dapat bersidang untuk membahasnya karena situasi tertentu, baik karena keadaan yang sedang tidak normal maupun karena sengaja dihambat dengan kekuatan politik tertentu agar DPR tidak dapat bersidang. Bahkan dapat juga dalam keadaan seperti itu ada Perpu yang melumpuhkan lembaga-lembaga negara tertentu secara sepihak dengan alasan kegentingan yang memaksa sehingga ada Perpu yang terus dipaksakan berlakunya sementara persidangan-persidangan DPR tidak dapat diselenggarakan. Dengan memperhatikan kemungkinan itu menjadi wajar apabila Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas Perpu.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka, menyetujui Perpu dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi melalui penekanan pada penafsiran Teleologis/sosiologis. Penekanan pilihan atas penafsiran yang demikian memang agak mengkesampingkan penafsiran historis dan gramatik, bahkan keluar dari original intent ketentuan tentang Perpu sebagaimana diatur di dalam Pasal 22 UUD NRI 1945.

Hal ini perlu dilakukan justru untuk melindungi kepentingan original intent  pasal-pasal dan prinsip-prinsip lain yang juga ada di dalam UUD NRI 1945. Pilihan pandangan ini semata-mata didasarkan pada prinsip menjaga tegaknya konstitusi yakni “tidak boleh satu detik pun ada peraturan perundang-undangn yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa bisa diluruskan atau diuji melalui pengujian yudisial.”

Demikian, setuju dengan pendapat tujuh hakim lainnya bahwa Perpu dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi khusus permohonan a quo (pengujian Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantklijke verklaard) karena permohonan bersifat kabur (obscuur) dan permohonan tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal standing).

3.2.2
Prosedur Pengajuan Perpu Kepada Mahkamah Konstitusi

Adanya kesamaan materi muatan antara Perpu dengan Undang-Undang yang telah diperjelas dalam Pasal 7 Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan maka, apabila adanya pemohon merasa Hak Konstitusionalnya dilanggar dengan adanya Perpu tersebut maka Pemohon dapat mengajukan gugatan terhadap Mahkamah Konstitusi yang dimana kewenangannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yaitu Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi tersebut secara teknis yuridis telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka pengujian ini , yang menurut pasal 28 ayat (1) UU tentang Mahkamah Konstitusi tersebut berisi tentang Mahkamah Konstitusilah yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan sembilan orang hakim konstitusi.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi disini memang berperan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, khususnya di bidang pengujian konstitusional, dengan julukan sebagai pengawal konsititusi (the guardian of the constitution). Hal ini sesuai dengan  kewenangan dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai fungsi peradilan.

Pengajuan Perpu kepada Mahkamah Konstitusi, dengan memperhatikan Asas-asas Hukum Acara dalam persidangan Mahkamah Konstitusi salah satunya ialah asas (Ius Curia Novit)  yang dimana berisikan pengadilan mengetahui hukumnya dan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara  dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga menyatakan,  Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Menurut UU Mahkamah konstitusi tersebut ada beberapa prosedur pengujian undang-undang / perpu yang harus ditaati oleh para pemohon disini berdasarkan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Dalam pengujian undang-undang /perpu yang dimaksud diuraikan seperti berikut ini.

1.Pengajuan Permohonan oleh Legal Standing

Sesuai Pasal 29 UU tentang Mahkamah Konstitusi permohonan diajukan secara tertulis dan memakai bahasa Indonesia, Oleh pemohon atau kuasa hukumnya dalam 12 (dua belas) rangkap. Secara teknis administratif yang dilakukan oleh Panitera Mahkamah Konstitusi. Permohonan dalam dua belas rangkap ini disesuaikan dengan jumlah hakim 9 orang dan akan disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Permohonan pengujian undang-undang/perpu tersebut memuat beberapa hal berikut yaitu: 

a)Identitas pemohon;

Identitas pemohon disini adalah meliputi nama/tempat/ tanggal lahir/ umur, agama, pekerjaan kewarganegaraan, alamat lengkap, nomor telpon yang bisa dihubungi/ email/ faksimili.

b)Uraian tentang perihal atau duduk perkara yang menjadi dasar permohonan (posita);

Meliputi kewenangan mahkamah konstitusi.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU 24 Tahun 2003, lalu harus adanya kedudukan hukum (Legal Standing) yang jelas mengenai anggapan pemohon tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, dan dicantumkannya alasan pemohon dalam mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tersebut secara jelas dan rinci.

2.Pengujian yang diminta untuk diputus formil atau materiil.

Formil disini adalah hal-hal yang diminta Pemohon terhadap Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan yang menyatakan bahwa pembentukan undang-undang/perpu dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menyatakan undang-undang/ perpu tesebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sementara itu Materiil disini adalah hal-hal yang diminta Pemohon terhadap Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan yang menyatakan bahwa materi muatan undang-undang dimaksud bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menurutnya bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang/perpu dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang dimana keseluruhan petitum tesebut disertai dengan tanda tangan Pemohon atau kuasanya.

Disamping bentuk tertulis, Permohonan juga diajukan dalam bentuk format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa CD (compact disk) atau yang serupa dengan itu. Permohonan pengujian undang-undang harus dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan.

Pertama, adalah Salinan atau fotokopi UU yang akan dimohonkan untuk diuji; kedua, Melampirkan alat-alat bukti yang menunjukkan pemohon sebagai pihak yang berhak mengajukan pengujian (legal standing); ketiga, Melampirkan bukti kerugian konstitusionalnya akibat berlakunya undang-undang; dan ke empat adalah Melampirkan daftar saksi dan ahli yang akan diajukan disertai keterangan tertulis dari yang bersangkutan tentang apa yang akan diuraikan di persidangan nanti.

Kelengkapan permohonan pengujian tersebut menjadi syarat prinsip administrasi oleh Panitera Mahkamah Konstitusi untuk dapat memasuki tahap-tahap selanjutnya dalam melakukan pengujian materi undang-undang yang dimana disini yang diajukan adalah Perpu.

Apabila permohonan telah lengkap dan telah memenuhi persyaratan, akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi yang selanjutnya disebut BRPK. BRPK tersebut memuat antara lain catatan-catatan tentang kelengkapan administrasi permohonan dengan diberi nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara.  Sesuai urutan Perkara yang masuk dalam Mahkamah Konstitusi.

Setelah permohonan resmi dicatat dalam BRPK tersebut dalam jangka waktu 14 hari kerja, Mahkamah Konstitusi harus menetapkan hari sidang pertama untuk perkara dimaksud. Sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Yang dimaksud disini bukan waktu pelaksanaan persidangan melainkan jangka waktu untuk penetapan tanggal dimulai persidangan pertamanya. 

Pasal 34 UU No.24 Tahun 2003 tersebut juga telah mempertegas bahwa Penentuan mengenai hari sidang pertama tersebut diberitahukan kepada para pihak yang bersangkutan dan diumumkan untuk diketahui masyarakat. Pengumuman juga dapat dilakukan melalui papan pengumuman resmi didepan kantor Mahkamah Konstitusi. Pada saat ini Pemberitahuan kepada masyarakat luas agar dapat diterima dengan mudah, Pengumuman dilakukan secara resmi melalui media internet yang dapat diakses oleh siapa saja dan darimana saja dengan alamat website http://www.mahkamahkonstitusi.go.id.

Selanjutnya pemohon akan diberikan akta pencatatan permohonan dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari agar salinan permohonan tersebut dikirimkan kepada Presiden dan DPR untuk diketahui bahwa ada permohonan pengujian Perpu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji. 

Di samping DPR dan Presiden, DPD juga perlu diberitahu akan keberadaan perkara pengujian undang-undang dimaksud. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa setiap permohonan perkara pengujian undang-undang yang telah resmi diregistrasi harus diberitahukan oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi kepada  (i) masyarakat luas melalui pengumuman resmi; (ii) Dewan Perwakilan Rakyat; (iii) Presiden; (iv) Dewan Perwakilan Daerah; (v) Mahkamah Agung; dan (vi) Pihak yang terkait secara langsung. 
PENUTUP

Simpulan
Berkaitan dengan permasalahan apa yang disampaikan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1.Walaupun dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tidak dijelaskan dan diatur mengenai prosedur pengajuan pengujian Perpu terhadap Mahkamah Konstitusi, akan tetapi yang dilakukan pemohon disini adalah sama hal nya dengan prosedur pengajuan pengujian Undang-Undang terhadap Mahkamah Konstitusi sesuai dalam Pasal 29 UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Karena merasa tidak ada upaya hukum lain selain mengajukan keberatannnya atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terhadap Mahkamah Konstitusi, sebagai penyelaras dan penyeimbang konstitusi negara agar tetap melindungi hak asasi manusia warganya dan tetap berpegang teguh pada UUD NRI Tahun 1945.

2.Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perpu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan putusan MK. No. 138/PUU/-VII/2009 dan Perpu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan putusan MK No. 138/PUU-VII/2009, dan Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dengan putusan MK No. 145/PUU-VII/2009 disini adalah dapat dibenarkan, walaupun dalam UUD maupun UU yang mengatur hanya mencantumkan menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar. Karena dalam mengikuti perkembangan praktek ketatanegaraan saat ini memang dibutuhkan kepastian hukum untuk melindungi hak-hak warga negara apabila tidak ada kejelasan dalam terbentuknya Peraturan Pemerintah yang diciptakan oleh pihak Eksekutif maupun Legislatif dengan Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai acuannya. Dan memang seharusnya tugas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan “The Power Of Constitution” untuk mengisi Kekosongan hukum yang terjadi dalam Negara apabila diminta oleh Subjek Hukum untuk memberi kepastian hukum yang Sah.

Saran

Dari analisis sebagaimana diuraikan di dalam kesimpulan di atas, sebagai masukan dikemukakan saran sebagai berikut:

a. MPR sebagai pemegang kewenangan dalam penetapan dan perubahan UUD NRI Tahun 1945 harus segera melakukan perubahan terhadap rumusan norma hukum yang kabur atau  sehingga dapat menjamin kepastian hukum dalam praktek ketatanegaraan yakni:

(1)
Makna “dalam persidangan yang berikut dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan ini perlu untuk diperjelas, supaya sesegera mungkin Perpu tersebut diajukan ke DPR untuk disetujui atau ditolak. Dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang akan datang perlu diatur mengenai Perpu yang tidak diajukan dan/atau Perpu yang tidak disetujui atau ditolak oleh DPR pada masa  sidang terdekat dengan penetapan Perpu harus dinyatakan tidak berlaku demi hukum.

(2)
Mengenai kapan akibat hukum Perpu yan ditolak oleh DPR timbul. Pasal 22 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 hanya menentukan bahwa Perpu yang tidak mendapatkan persetujuan harus dicabut. Pasal tersebut memberikan ruang kepada Presiden untuk menafsirkan kapan timbulnya akibat hukum terhadap penolakan Perpu. Oleh karena itu, Pasal 22 ayat (3) Tahun 1945 perlu dirubah dengan klausul “terhadap peraturan pemerintah itu yan tidak mendapatkan persetujuan DPR tidak berlaku lagi karena hukum”. Dengan rumusan tesebut, maka akibat hukum penolakan perpu timbul semenjak ada penolakan dari DPR.

b. MPR harus sesegera mengambil sikap terhadap berwenangnya MK dalam menguji Perpu terhadap UUD NRI Tahun 1945, karena sebagai lembaga yang berwenang untuk menetapkan dan merubah UUD NRI Tahun 1945, MPR lah yang berwenang untuk menambah, mengurangi, atau menghilangkan kewenangan lembaga negara melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945. 

c. Atau DPR sebagai Lembaga Legislatif dengan persetujuan Presiden sebagai Lembaga Eksekutif harus sesegera mungkin menambahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang dan Perpu Terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang tidak tercantum dalam UU 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Agar tidak kerancuan dalam kewenangan Pengujian tersebut dalam melindungi hak-hak warga negara yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Perpu tesebut.
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